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SALINAN

PERATURAN KEPALA BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS

DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

NOMOR 16 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN KEPALA BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN
PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM NOMOR 15 TAHUN
2016 TENTANG KETENTUAN PEMASUKAN BARANG KENA CUKAI BERUPA HASIL
TEMBAKAU DAN MINUMAN BERALKOHOL YANG MENDAPAT PEMBEBASAN

CUKAI KE DALAM KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS

DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS

Menimbang

Mengingat

a.

1.

DAN PELABUHAN BEBAS BATAM,

bahwa sehubungan dengan penyederhanaan ketentuan
persyaratan perpanjangan IT-MB untuk meningkatkan
layanan agar semakin efektif dan efisien dan penambahan
beberapa ketentuan terkait dalam pemasukan barang kena
cukai, perlu mengubah dan menyesuaikan kembali
Peraturan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan
Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor 15
Tahun 2016 tentang Ketentuan Pemasukan Barang Kena
Cukai Berupa Hasil Tembakau dan Minuman Beralkohol
yang mendapat Pembebasan Cukai ke dalam Kawasan
Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Kepala Badan
Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan
Bebas Batam tentang Perubahan atas Peraturan Kepala
Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan
Pelabuhan Bebas Batam Nomor 15 Tahun 2016 tentang
Ketentuan Pemasukan Barang Kena Cukai Berupa Hasil
Tembakau dan Minuman Beralkohol yang mendapat
Pembebasan Cukai ke dalam Kawasan Perdagangan Bebas
dan Pelabuhan Bebas Batam;

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor
75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3612) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-
Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor
93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4661);
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.
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor
76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3613) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-
Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 105,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4755);

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2000 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1
Tahun 2000 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan
Pelabuhan Bebas menjadi Undang-Undang (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 251,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4053) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 44 Tahun 2007 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun
2007 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 36
Tahun 2000 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang
Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas menjadi
Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 130,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4775);

Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2007 tentang
Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor
107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor4757) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 5 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas
Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2007 tentang
Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor
16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5195);

Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2008 tentang Nomor
Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 168, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4917);

Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang
Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif Berupa
Produk Tembakau Bagi Kesehatan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 278, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5380);
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Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 tentang
Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor
190);

Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 2016 tentang Dewan
Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam,;

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 200/PMK.04/2008
tentang Tata Cara Pemberian, Pembekuan, dan Pencabutan
Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai untuk
Pengusaha Pabrik dan Importir Hasil Tembakau
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Keuangan Nomor 191/PMK.04/2010 tentang Perubahan
atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 200/PMK.04 /2008
tentang Tata Cara Pemberian, Pembekuan, dan Pencabutan
Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai untuk
Pengusaha Pabrik dan Importir Hasil Tembakau;

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.04/2008
Tentang Tata Cara Pemberian, Pembekuan, Dan Pencabutan
Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai Untuk
Pengusaha Pabrik, Importir, Penyalur dan Pengusaha
Tempat Penjualan Eceran Minuman mengandung Etil
Alkohol;

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 12/ M-
DAG/PER/3/2009 tentang Pelimpahan Kewenangan
Penerbitan Perizinan di Bidang Perdagangan Luar Negeri
Kepada Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas
dan Pelabuhan Bebas Batam, Badan Pengusahaan Kawasan
Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Bintan, dan
Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan
Pelabuhan Bebas Karimun;

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 47/PMK.04/2012
tentang Tata Laksana Pemasukan dan Pengeluaran Barang
ke dan dari Kawasan yang telah ditetapkan sebagai
Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas dan
Pembebasan Cukai (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2012 Nomor 331);

Peraturan Ketua Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan
Pelabuhan Bebas Batam Nomor 1 Tahun 2014 tentang
Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengusahaan
Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam,
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Ketua Dewan
Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam
Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan
Ketua Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan
Bebas Batam Nomor 1 Tahun 2014 tentang Susunan
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Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengusahaan Kawasan
Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam;

14. Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian
Selaku Ketua Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan
Pelabuhan Bebas Batam Nomor 43 Tahun 2016 tentang
Pemberhentian dan Penetapan dan Pengangkatan Kepala,
Wakil Kepala, dan Anggota Badan Pengusahaan Kawasan
Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam;

15. Peraturan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan
Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor 5
Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja
Unit Kerja Dibawah Anggota/Deputi di Lingkungan Badan
Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan
Bebas Batam;

16. Peraturan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan
Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor 15
Tahun 2016 tentang Ketentuan Pemasukan Barang Kena
Cukai Berupa Hasil Tembakau dan Minuman Beralkohol
yang mendapat Pembebasan Cukai ke dalam Kawasan
Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam;

MEMUTUSKAN:

PERATURAN KEPALA BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN
PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN KEPALA BADAN
PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN
PELABUHAN BEBAS BATAM NOMOR 15 TAHUN 2016 TENTANG
KETENTUAN PEMASUKAN BARANG KENA CUKAI BERUPA HASIL
TEMBAKAU DAN MINUMAN BERALKOHOL YANG MENDAPAT
PEMBEBASAN CUKAI KE DALAM KAWASAN PERDAGANGAN
BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM.

Pasal |

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan
Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Batam Nomor 15 Tahun 2016 tentang
Ketentuan Pemasukan Barang Kena Cukai Berupa Hasil Tembakau dan Minuman
Beralkohol yang Mendapat Pembebasan Cukai ke dalam Kawasan Perdagangan
Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam, diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan

Pasal 7ayat (1) diubah dan ayat (2) dihapus sehingga

keseluruhan Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

(1) Perpanjangan terhadap penetapan sebagai IT-MB sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 6 ayat (5) dilakukan oleh perusahaan pemegang IT-MB dengan
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(2)

(3)

(4)

=5
mengajukan permohonan tertulis kepada Kepala dilengkapi dokumen asli
penetapan sebagai IT-MB yang telah berakhir masa berlakunya.

Dihapus.

Ketentuan Pasal 13ayat (3) diubah dan ditambah 1 (satu) ayat yaitu ayat
(4) sehingga keseluruhan Pasal 13 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

Permohonan yang disetujui sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2)
akan diberikan Persetujuan Pemasukan Barang yang ditetapkan di dalam
Keputusan Kepala.

Keputusan Kepala tentang Persetujuan Pemasukan Barang sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat data:

a. Nama perusahaan/pabrik;

b. Nama penanggung jawab/pengusaha/importir/ pengusaha pabrik;
c. Nomor Pokok Pengusaha Barang Bebas Cukai;

d. Uraian Barang;

e. Pos Tarif/HS Code;

f. Jumlah Barang;

g. Jenis barang kena cukai;

h. Merek;

-

Pelabuhan Tujuan;
J. Jangka Waktu; dan

k. Keterangan.

Salinan Keputusan Kepala tentang Persetujuan Pemasukan Barang
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada:

a. Kementerian Perdagangan c.q. Direktorat Jenderal Perdagangan Luar

Negeri;

b. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai up. Direktur Teknis dan Fasilitas
Cukai;

c. Kantor Pabean yang mengawasi tempat pemasukan barang kena
cukai; dan

d. Kantor Pabean yang mengawasi pabrik.

Jangka waktu berlakunya Keputusan Kepala tentang Persetujuan
Pemasukan Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sampai
dengan tanggal pendaftaran pemberitahuan pemasukan dan pengeluaran
barang kena cukai dan tidak melewati jangka waktu pengangkutan sesuai
tercantum dalam CK-FTZ.
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3. Diantara Pasal 16 dan Pasal 17 disisipkan 1 (satu) pasal yaitu Pasal 16A,
yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16A

(I) Badan Pengusahaan Batam dapat memberikan data secara terbatas terkait
pemasukan barang kena cukai berupa hasil tembakau dan minuman
berakohol kepada instansi pemerintah yang menyampaikan surat
permohonan.

(2) Pemberian data secara terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di Batam
pada tanggal 7 Juli 2017
KEPALA BADAN PENGUSAHAAN
KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS
DAN PELABUHAN BEBAS BATAM,
ttd
HATANTO REKSODIPOETRO

Salinan sesuai dengan aslinya
Karo. Umum dan Sekretariat,

IM. Nurhidayat ,

.




